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SAMBUTAN

TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.
Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia

 Demokrasi di era reformasi menuntut 

adanya asas keterbukaan dan akuntabilitas 

dari  penyelenggara negara. Konsep demokrasi 

kemudian diterapkan dalam berbagai bidang  

penyelenggaraan negara, tidak hanya yang 

berkaitan dengan bidang politik, tetapi 

termasuk pula  bidang penyelenggaraan 

pemerintahan, khususnya dalam hal pelayanan 

publik (public service).  Pelayanan publik yang 

baik kepada masyarakat menjadi salah satu 

tolak ukur pemerintah guna  mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance).

 P e n g a d u a n  m a s y a r a k a t  d a n 

permintaan informasi dapat dijadikan sebagai 

salah satu indikator  penilaian kualitas 

p e l a y a n a n  p u b l i k .  B a h w a  s e t e l a h 

diundangkannya UU Pelayanan Publik, adanya  

pengaduan masyarakat dan permintaan 

i n f o r m a s i  m e n u n j u k k a n  k e p e d u l i a n 

masyarakat terhadap  penyelenggaraan 

pelayanan publ ik  dan sebagai  bentuk 

p a r t i s i p a s i  m a s y a r a k a t  d a l a m  

penye lenggaraan dan pengembangan 

pelayanan publik. Pengaduan masyarakat, 

permintaan  informasi juga dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah 

dalam membenahi  dan meningkatkan kualitas 

pe layanan  pub l i k  un tuk  mewujudkan 

pemerintahan yang baik.

 Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai 

salah satu  penyelenggara pemerintahan 

mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 

mempunyai tugas  menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pembangunan desa 

dan kawasan perdesaan,  pemberdayaan 

masyarakat desa, percepatan pembangunan 

daerah tertinggal, dan transmigasi  untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. Tentunya, peran dan  

partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan 

dalam melakukan berbagai evaluasi serta 

pengawasan  program dan kebijakan yang telah 

dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDTT.

 Komitmen tersebut tertuang dalam 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal,  dan Transmigrasi No. 6 tahun 2018 

tentang Pelayanan Informasi Publik dan 

Pengaduan  Masyarakat, dan Keputusan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 109 Tahun 2019 tentang 
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Mekanisme Pengaduan Masyarakat di  

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Ter t inggal ,  dan Transmigrasi . 

Selanjutnya,  Kementerian Desa PDTT telah 

berupaya dalam memfasilitasi berbagai aduan, 

kritik, saran dan  masukan dari masyarakat 

serta permintaan informasi melalui berbagai 

kanal yang diharapkan  dapat menyentuh 

seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kanal 

pengaduan dan permintaan  informasi yang 

telah difasilitasi Kementerian Desa PDTT 

antara lain Call Center, SMS, Whatsapp,  Media 

Sosial Resmi Kementerian (Twitter, Facebook, 

Instagram), dan Pelayanan Pengaduan Satu  

Pintu (SIPEMANDU DESA) melalui laman 

https://sipemandu.kemendesa.go.id serta 

layanan Offline  SELARAS.

 SIPEMANDU DESA merupakan sistem 

yang digunakan untuk mengelola pengaduan 

pelayanan  publik dan permintaan informasi 

yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam 

suatu  mekan isme  te r tentu .  Me la lu i 

SIPEMANDU DESA, masyarakat dapat dengan 

mudah melacak aduan yang dibuat,  dan dapat 

menilai kinerja dan jawaban yang diberikan 

oleh admin kementerian, serta  mempermudah 

admin  humas  dan  un i t  t ekn is  un tuk 

berkoordinasi dalam memberikan jawaban.  

Selain itu, melalui SIPEMANDU DESA, admin 

humas dapat membuat secara langsung 

laporan  harian, bulanan, hingga tahunan untuk 

mendapatkan output analisis data pengaduan 

dan data  permintaan informasi yang diterima 

dalam kurun waktu satu tahun yang akan 

dilaporkan menjadi  Buku Monitoring dan 

Evaluasi Permintaan Informasi dan Pengaduan 

Masyarakat.

 Dengan terbitnya Buku Monitoring dan 

Evaluasi Permintaan Informasi dan Pengaduan  

Masyarakat tahun 2022 ini, kami mengapresiasi 

usaha yang telah dilaksanakan ini telah berjalan  

dengan baik dan dapat dipertanggung-

jawabkan. Tentu saja, apa yang telah dikerjakan 

masih jauh  dari sempurna, untuk itu evaluasi 

dan perbaikan akan terus dilaksanakan 

sehingga kualitas  pelayanan permintaan 

informasi dan pengaduan masyarakat terpadu 

Kementerian Desa PDTT  dapat terus 

meningkat.

 Saya ucapkan selamat atas terbitnya 

Buku Monitoring dan Evaluasi Permintaan 

Informasi dan  Pengaduan Masyarakat 2022, 

semoga kedepan Kementerian Desa PDTT 

dapat melaksanakan tugas  dan fungsinya 

d e n g a n  l e b i h  b a i k  d a n  m e w u j u d k a n 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
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ERLIN CHAERLINATUN M
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

 Puji syukur kami panjatkan kepada 

Allah SWT, Tuhan semesta alam. Berkat 

bimbingan dan  karuniaNya, Biro Hubungan 

Masyarakat dapat melaksanakan Monitoring 

dan Evaluasi  Permintaan Informasi dan 

Pengaduan Masyarakat Tahun 2022. Sebagai 

salah satu wujud  pertanggungjawaban dan 

laporan, Biro Hubungan Masyarakat memiliki 

tugas untuk  mendokumentasikan kinerjanya 

sebagai sebuah progres tahunan pelayanan 

informasi dan  pengaduan melalui sebuah buku 

laporan.

 P e n y u s u n a n  b u k u  l a p o ra n  i n i 

dimaksudkan agar apa yang telah dilaksanakan 

oleh Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Biro 

Hubungan Masyarakat  dapat terdokumentasi-

kan dengan baik. Buku yang ada di tangan 

pembaca sekalian, berjudul  “Laporan 

Monitoring Evaluasi Permintaan Informasi dan 

Pengaduan Masyarakat 2022” ini  merupakan 

rangkuman kinerja biro selama satu tahun 

dalam melaksanakan tugas pengelolaan  

informasi dan dokumentasi. Laporan ini 

menyuguhkan informasi dan gambaran 

tentang data  permintaan informasi dan 

pengaduan masyarakat kepada Kementerian 

Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi, yang berhubungan dengan 

p rogram/keg ia tan  se r ta   hambatan/ 

permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 

2022.

 Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah 

berupaya meraih  pencapaian paling optimal 

baik dari segi pemberian layanan permintaan 

informasi dan  pengaduan secara online dan 

offline, maupun pengembangan sarana 

prasarana serta aplikasi  dalam mendukung 

layanan publ ik  d i  Kementer ian  Desa , 

Pembangunan Daerah Ter t inggal ,  dan  

Transmigrasi. Melalui pelayanan satu pintu 

yaitu sipemandu.kemendesa.go.id, kebutuhan  

pe layanan  in fo rmas i  dan  pengaduan 

diharapkan dapat terakomodir dengan baik. 

Selain itu kanal  aspirasi lain juga telah 

disediakan, diantaranya adalah Sentra Layanan 

Informasi Masyarakat  (Selaras), Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 

Layanan Aspirasi Pengaduan  Online Rakyat 

(LAPOR!), Short Messages Service (SMS) di 

Nomor 0812 8899 0040, Call Center  1500040, 

Whatsapp 0877 8899 0040,  Facebook 

Kemendesptt, Twitter @kemendesptt, dan 

layanan offline SELARAS
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 Sejak 2015 Kementer ian Desa, 

Pembangunan Daerah Ter t inggal ,  dan 

Transmigrasi membuka  sarana informasi dan 

pengaduan yang siap memberikan pelayanan 

kepada masyarakat  secaraproaktif dalam 

memberikan masukan, kritik dan saran melalui 

berbagai kanal pengaduan  yang disediakan. 

Hal ini dimaksudkan agar dapat berdampak 

positif dan memberikan harapan  bagi 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

yang prima. Adapun jumlah pengaduan  

masyarakat yang masuk ke Kementerian Desa, 

PDT, dan Transmigrasi dari tahun 2015-2022  

adalah sebagai berikut:

Laporan Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat 
Tahunan 2015 - 2022

Total Laporan

Jumlah Laporan Tertangani*

Berapa hari rata-rata proses

2015 2016 2017 2018 2019 2020

3587

3587

7138

7138

9462

9462

5693

5693

1863

1863

10530

10530

* jumlah laporan yang tertangani adalah jumlah laporan yang diterima, direspon dan 

   disampaikan ke unit eselon I terkait

2021

1961

1961

5 hari kerja

2022

1399

1399

 Dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, para pegawai di Biro Hubungan 

Masyarakat  maupun PIC di masing-masing 

UKE-1 ,  tentu  mas ih  te rdapat  banyak 

kekurangan. Oleh karena itu,  kami selalu 

melakukan evaluasi dan perbaikan guna 

meningkatkan pelayanan dan kinerja seluruh  

pegawai yang berperan sebagai garda 

terdepan dalam pelayanan informasi dan 

pengaduan.

 Kami berharap Laporan Monitoring 

dan Evaluasi ini dapat menjadi salah satu 

momentum  pengingat bagaimana Biro 

Hubungan Masyarakat terus berupaya optimal 

dalam melaksanakan  salah satu tugas dan 

fungsinya terkait pengelolaan informasi dan 

pengaduan sehingga  masyarakat dapat 

merasakan kehadiran Kementerian Desa, 

Pem b ang unan  Daerah  Ter t ing a l ,  dan  

Transmigrasi dengan sebenar-benarnya. Untuk 

itu, kami mengajak pembaca sekalian untuk 

tetap kritis dan memberikan umpan balik demi 

kinerja yang lebih baik.

 Demikian,  terima kasih dan selamat 

membaca. 

SALAM APIK
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2015 2016

2017 2018

2019 2020

3587 7138

9462 5693

1863 10530

2021 1961 2022 1399

1399
T O T A L 

Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

D A T A

Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2015 - 2022

Sepanjang tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember, 

permintaan informasi dan pengaduan masyarakat masuk sebanyak 1399.
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Status Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

100%

75%

50%

25%

0%

102 87 101 107 63 72 62 47 93 79 108 104

13

27
22

7
11

15 12

42
50

1 2 3 4 5 6 7

Pengaduan Permintaan  informasi

Sebaran Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat per Provinsi

NUSA TENGGARA

� Bali : 11
�N TB : 25
�N TT : 63

JAVA

Banten : 42
DKI : 42
Jabar : 257
� 

Jateng : 101
Jatim : 127
DIY : 17

SUMATERA

 Aceh : 80
Jambi : 26
Kepri : 4
Riau : 32
Sumbar : 27

 
Sulsel : 52
Sumut : 146
Bangka : 25
Bengkulu : 31
Lampung : 3

KALIMANTAN

  Kalbar : 31
Kalsel : 2
Kalteng : 26

 Kaltim : 10
Kaltara : 24

SULAWESI

   Sulbar : 14
Sulsel : 22
Sulteng : 21

  Sultra : 28
Sulut : 17
Gorontalo : 9

MALUKU & PAPUA

Maluku : 15
Maluku Utara : 9
Papua : 48
Papua Barat : 12

Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat per Bulan

Status Total Presentase

Closed

Processed

Totals

1,388

11

1,399

99,21%

0,79%

100%

1500

1000

500

0

Closed Prosecced

99,21%

1,388

0,79%
11

48

65
62

8 9 10 11 12
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374
PERMINTAAN INFORMASI

PERMINTAAN INFORMASI

Jumlah Permintaan Informasi per Kanal

CALLCENTER 1500040 

8

Twi�er

0

www.lapor.go.id

1

PPID

4

205

LAYANAN 
PENGADUAN MASYARAKAT

Sipemandu
FACEBOOK kemendesa.1

8

SMS Center

3

Whatsapp

116

Surat Masuk

0
Selaras
(Launching, 18 Agustus 2022)

29
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Issue Interest Permintaan Informasi

Sub Permasalahan Desa 257 Permintaan Informasi

Permintaan informasi terkait
BLT DD, BUMDES/
BUMDESMA, Dana Desa,  
Penyalahgunaan Dana Desa,  
Program terkait desa dan  
pedesaan, Pendamping desa  
dan Lokal desa.

DAERAH TERTINGGAL 
DAN TERTENTU

Permintaan informasi  Kriteria 
daerah tertinggal  dan Status 
daerah  tertinggal

DESA

11 atau 2,94%

TRANSMIGRASI

Permintaan informasi terkait  
program transmigrasi, dan  
LahanT ransmigrasi

22 atau 5.88%

LAINNYA

Permintaan informasi  Internal 
terkait kepegawaian, serta 
Eksternal terkait bukan  
kewenangan kementerian  
desa.

1 2

3 4

1

BLT DD

BUMDES/BUMDES MA

DANA DESA

PENYALAHGUNAAN
DANA DESA

PROGRAM TERKAIT
DESA DAN PEDESAAN

PERDAMPINGAN DESA/
LOKAL DESA

5.61%

7.49%

35.83%

1.95%

7.75%

10.70%

21

28

5

29

40

134
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Sub Permasalahan 
Daerah Tertinggal dan Tertentu

11  Permintaan Informasi
2

KRITERIA 
DAERAH TERTINGGAL

STATUS 
DAERAH TERTINGGAL

1.50%

1.34%

6

5

Sub Permasalahan 
Transmigrasi

22  Permintaan Informasi3

LAHAN TRANSMIGRASI

PROGRAM TRANSMIGRASI

1.60%

4.28%

6

16

Sub Permasalahan
Lainnya

84  Permintaan Informasi4

EKSTERNAL

INTERNAL

14.71%

7.75%

55

29
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1025
PENGADUAN MASYARAKAT

PENGADUAN MASYARAKAT

Jumlah Pengaduan Masyarakat per Kanal

CALLCENTER 1500040 

43

Twi�er

0

www.lapor.go.id

16

PPID

0

540

LAYANAN 
PENGADUAN MASYARAKAT

Sipemandu
FACEBOOK kemendesa.1

22

SMS Center

24

Whatsapp

376

Surat Masuk

3
Selaras
(Launching, 18 Agustus 2022)

1
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Issue Interest Pengaduan Masyarakat

Sub Permasalahan Desa 693 Permintaan Informasi

Pengaduan Masyarakat terkait  
BLT DD,  BUMDES/BUMDESMA, 
Dana Desa, Penyalahgunaan 
Dana Desa,  Program terkait 
desa dan pedesaan, 
Pendamping  desa  dan  Lokal  
desa.

DAERAH TERTINGGAL 
DAN TERTENTU

Pengaduan Masyarakat  terkait 
Kriteria daerah  tertinggal dan 
Status  daerah  tertinggal

DESA

2 atau 0.20%

TRANSMIGRASI

Pengaduan  Masyarakat  terkait
Permintaan informasi terkait 
program transmigrasi, dan 
Lahan T ransmigrasi

16 atau 1.56%

LAINNYA

Pengaduan Masyarakat  
Internal terkait kepegawaian,  
serta Eksternal terkait bukan  
kewenangan  kementerian  
desa.

1 2

4 3

1

BLT DD

BUMDES/BUMDES MA

DANA DESA

PENYALAHGUNAAN
DANA DESA

PROGRAM TERKAIT
DESA DAN PEDESAAN

PERDAMPINGAN DESA/
LOKAL DESA

12.10%

4.59%

27.12

13.37

1.27%

9.17%

124

47

137

13

94

278
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Sub Permasalahan
Lainnya

Sub Permasalahan
Daerah Tertinggal dan Tertentu

2  Permintaan Informasi
2

KRITERIA 
DAERAH TERTINGGAL

1.50%

2

Sub Permasalahan
Transmigrasi

16  Permintaan Informasi

LAHAN TRANSMIGRASI

PROGRAM TRANSMIGRASI

0.59%

0.98%

6

10

314  Permintaan Informasi

EKSTERNAL

INTERNAL

28.49%

2.15%

292

22

0.20%

13

3
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P E N G H A R G A A N

Predikat kepatuhan Tinggi terhadap
standar pelayanan publik

Peringkat ke 4 “Informatif” 
Keterbukaan  Informasi Publik

Top 10 instansi pemerintah 
penyelenggara  pengaduan pelayanan publik 

sebagai  pengelola dengan pendorong 
perubahan  terbaik tahun 2019

TOP 30 Instansi pemerintah penyelenggara 
pengaduan Pelayanan  publik

Keterbukaan Informasi Publik
Kategori Informatif di nilai 97,40

Kategori “Informatif”Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2019

Predikat Tingkat Kepatuhan Tinggi standar
pelayanan publik tahun 2021, Kementerian  desa 

pada zona Hijau dengan nilai 81,46

Penganugerahan Keterbukaan Informasi 
Badan  Publik Tahun 2022 dengan Kualifikasi 

Badan  Publik Informatif dari Komisi Informasi 
Pusat  dengan memperoleh nilai 95,25

Predikat Tingkat Kepatuhan Tinggi standar 
pelayanan publik tahun 2022dengan 

Nilai 92,24 peringkat ke 4 dari 21  Kementerian
yang masuk pada zona  Hijau.

Pegawai Teladan PPNPN  Periode Juli 2022
Pegawai Teladan PPNPN  Periode Tahun 2022 

di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pegawai Teladan PPNPN
Periode September 2022

2018 2019 2019

2019 2020 2021

2021 2022 2022

2022 2022 2022
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STRUKTUR ORGANISASI STRUKTURAL

KEPALA BIRO HUMAS

Dra. ERLIN CHAERLINATUN. M

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Ketut Wahyu Kusumadewa P

PEGAWAI ASN

Hartiny | Pranata Humas Ahli Madya

PEGAWAI PPNPN

Septina Nurhayati | Pranata Humas Ahli Muda

Amanda Listisa Puteri | Pengelola Data & Kerjasama

Widhi Wulandari | Analis Kerjasama Regional dan Bilateral 

Rahmiyenti Zarni | Analis Pemerintahan Pusat

Erik Okdamesta Ered | Pranata Komputer Ahli Pertama

Khalida Nurul Adila | Analis Kerjasama Luar negeri

Shelly Kurnia Shintawati | Staf PPNPN

Tri Hayuningtyas K  | Staf PPNPN

Hesti Indah Dwiningsih | Staf PPNPN

Tri Ambarwati | Staf PPNPN

Michaela Kinesia A | Staf PPNPN

Safarina Maulidiya | Staf PPNPN

Zahra Rachman Bawazier | Staf PPNPN

Nadya Sabrina Putri | Staf PPNPN
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P E N U T U P

 Keberadaan Permintaan informasi dan pelayanan pengaduan yang  menjadi 

sarana penting dalam era keterbukaan informasi dan terwujudnya  pemerintahan yang 

bersih, tampaknya juga telah membawa kemajuan yang  signifikan terhadap kepedulian 

masyarakat dalam upaya pembangunan  nasional.

 Dari tahun ke tahun jumlah masyarakat yang terlibat dan memanfaatkan  kanal-

kanal informasi pun meningkat. Jika pada tahun 2015 lalu sebanyak  3587 dimana pada 

tahun 2015 kanal permintaan informasi dan pengaduan  baru dilahirkan seperti Call 

center dan sms center, kemudian meningkat di  Tahun 2016 sebanyak 7138, di Tahun 

2017 sebanyak 9462, pada tahun 2018  kanal pengaduan mulai berkembang dan 

terintegrasi pada aplikasi  Sipemandu Desa, permintaan informasi dan aduan yang masuk 

sebanyak  5693, di tahun 2019 sebanyak 1863, di tahun 2020 kanal pengaduan  

berkembang bertambah satu kanal yaitu WhatsApp agar memudahkan  masyarakat 

mengakses permintaan informasi dan pengaduan. sebanyak  10530 permintaan 

informasi dan pengaduan, tercatat jumlah terbanyak  dikarenakan adanya isu BLTDD dan 

penanganan covid. di tahun 2021  sebanyak 1961, dan Tahun 2022 sebanyak 1399. Hal 

berikut menandakan  masyarakat makin peduli dengan upaya negara dalam membangun  

desanya.

 Antusiasme masyarakat ini perlu mendapat sambutan baik dari  pemerintah, 

sehingga keberadaan call center atau layanan pengaduan  harus menjadi perhatian 

khusus dalam pengelolaannya. Dibutuhkan tenaga  yang andal, yang mampu melakukan 

analisis dan menguasai seluk beluk  Kementerian dan programnya, sehingga apabila ada 

pertanyaan dari  masyarakat petugas dapat menjawab dengan gamblang dan 

memberikan  solusi ke mana masyarakat dapat menemukan solusinya.

 Dengan berbagai kendala yang ada, Kelompok Substansi Dokumentasi  dan 

Perpustakaan pada Biro Humas di Sekretariat Jenderal Kementerian  Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini selalu  melakukan terobosan-

terobosan atau inovasi segar untuk memperbaiki  pelaksanaan pelayanan pengaduan 

yang ada agar dapat memberikan  pelayanan yang lebih baik di masa akan datang.
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Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan
Biro Humas Dan Kerjasama

ALUR INFORMASI APLIKASI
SIPEMANDU DESA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

CALLCENTER www.lapor.go.id

TWITTER SMS Center FACEBOOK 

sipemandu.kemendesa.go.id

PEMOHON INFORMASI

Terintegrasi Dalam Layanan Satu Pintu

Petugas menginput permintaan informasi
kedalam Aplikasi Sipemandi Desa

Dalam 10+7 H, petugas PPID Kemendesa PDTT
menanggapi permohonan informasi, petugas 
PPID berkoordinasi dengan atasan PPID dan 

PPID pembantu (PIC UKE I)

PUAS

tidak
PUAS

a. Permohonan keberatan  diterima oleh petugas PPID
b. Pemohon mengisi form kembali beserta identitas dan 

alasan permohonan secara lengkap
c. Petugas meminta detail kelengkapan dan syarat 

administrasi sesuai dengan ketentuan
d. J i k a  s udah  s esua i ,  p emohon  d i pe r s i l a hkan 

menandatangani formulir keberatan
e. Petugas menyampaikan formulir yang digandakan kepada 

pemohon dan atasan PPID

14 hari kerja sejak diterima permohonan penyelesaian 
sengkete. Komisi informasi harus mulai melakukan proses 
penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi. 
proses  tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

KOMISI
INFORMASI

J i k a  m e d i a s i  d i h a s i l k a n 
kesepakatan tersebut ditetapkan 
oleh putusan komisi informasi

Selesai/
Clossed

Jika pada hari mediasi TIDAK DIHASILKAN 
KESEPAKATAN atau terjadi penarikan diri 
dari salah satu pihak atau para pihak, 
maka komisi informasi melanjutkan 
proses penyelesaian sengketa melalui 
adjudikasi

Jika pemohon TIDAK PUAS dengan putusan Komisi 
Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke 
PENGADILAN dalam waktu 14 H secara tertulis dengan 
menyatakan tidak puas dengan hasil putusan adjudikasi

PUAS

tidak
PUAS

PEMOHON INFORMASI

30 Hari
Mengajukan 
Keberatan

Atasan PPID selama 30 hari kerja 
berhak memberi tanggapan dan 
jawaban setelah keberatan diterima 
secara tertulis
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